
BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSIJAMBI

PERATURANBUPATITANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR45TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHANKEDUAATASPERATURANBUPATITANJUNGJABUNGTIMUR
NOMOR2 TAHUN2016 TENTANGPENGHASILANTETAP,TUNJANGAN,DAN
PENERIMAANLAINYANGSAHBAGI KEPALADESADANPERANGKATDESA

DIKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penghasilan
Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penghasilan
Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur dipandang sudah tidak sesuai dengan
kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 2
tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3969);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6398);

6. Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur
SipilNegara(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5494);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6 Tahun
2014 tentang Desa (LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6321);
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10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor12Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor199);

11.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan MenteriDalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor310);

12.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
DalamNegeriNomor120Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

13.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri
Dalam NegeriNomor20 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 113 Tahun
2014 tentang PengelolaanKeuangan Desa (Berita Negara
RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor611);

14.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor
83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor1223);

15.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor1037);

16.Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor2 Tahun
2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(BeritaDaerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor
Tahun 2016 Nomor2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor7 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Timur Nomor2 Tahun 2016 tentang Penghasilan
Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (BeritaDaerah Kabupaten Tanjung Jabung
TimurTahun 2017 Nomor7);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATI TENTANGPERUBAHANKEDUA ATAS
PERATURANBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 2
TAHUN2016 TENTANGPENGHASILANTETAP,TUNJANGAN,
DAN PENERIMAANLAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA
DANPERANGKATDESA DI KABUPATENTANJUNGJABUNG
TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung
Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap,
Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor
Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun
2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penghasilan
Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017 Nomor 7); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi
sebagai beriku t :

Pasal2

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan
penghasilan beru pa :
a. penghasilan tetap;
b. tunjangan yang sah; dan
c. penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam APB Desa dan disesuaikan dengan
kemampuan keuangan Desa.

(3) Penganggaran penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan
ketentuan jumlah keseluruhan penghasilan tetap dan
tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditambah
dengan tunjangan dan operasional BPD paling banyak
30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.

(4) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), di luar pendapatan yang bersumber dari hasil
pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

(5) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan
untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat
Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
hurufb.
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(6) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (5)menjadi sumber
pendapatan asli Desa yang diterima dan disalurkan
melaluirekeningkas Desa.

(7) Rekeningkas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) merupakan rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaranDesapada Bankyangditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal5
Pengalokasian untuk penghasilan tetap kepala Desa,
sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dengan
ketentuan sebagaiberikut:
a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit

Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh
enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara
120%(seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok
PegawaiNegeriSipilgolonganruang II/a;

b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling
sedikitRp. 2.224.420,00(duajuta dua ratus dua puluh
empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110%

(seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai
NegeriSipilgolonganII/a; dan

c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya
paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh
dua ribu dua ratus rupiah) setara 1000/0(seratus per
seratus dari gaji pokok PegawaiNegeriSipil golongan
ruang II/a.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7
(1)Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris

Desa, dan Perangkat Desa lainnya, setiap bulan
ditetapkan sebagaiberikut:
a. Kepala Desa sebesar Rp. 3000.000,00 (tiga juta

rupiah);
b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.300.000,00 (duajuta

tiga ratus ribu rupiah);dan
c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 2.025.000,00

(duajuta dua puluh lima ribu rupiah).
(2)Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai

penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan
perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB
Desa selainDanaDesa.
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(3)Sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)antara lain:
a. Pendapatan AsHDesa;
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
c. Pendapatan lain-lain Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati irn mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di
pada tanggal

ara Sabak
9 t~ovGMI3ez.-2019

JABUNGTIMUR,

H. ROMIHARYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal;JJj HOV'G\96'20 19
SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,

BERITADAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMURTAHUN2019
NOMOR LIe;


